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BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI)
yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan
pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu sudah
dilaksanakan oleh aparat kepolisian sesuai dengan perintah langsung
dari Kapolri yaitu Operasi PETI Kapuas, meskipun belum optimal.

2. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten
Kapuas Hulu disebabkan oleh kendala, yaitu jarak tempuh menuju
lokasi yang jauh dan melewati hutan ataupun rawa, serta adanya
perlawanan dari masyarakat pelaku PETI .

B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membangun akses jalan
yang memadai menuju desa-desa yang menjadi lokasi PETI di
Kabupaten Kapuas Hulu, agar pengawasan dapat dilakukan lebih

efisien.
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2. Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan
pendataan, pembinaan dan penyuluhan kepada para pelaku PETI,
agar pelaku PETI dapat mengurus izin pertambangan baik secara
perorangan ataupun koperasi.

3. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu lebih tegas dalam

memberikan sanksi kepada pelaku PETI.
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